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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

egala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi yang berjudul Kebijakan 

Pemerintahan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir 

sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman akademik maupun 

praktis terhadap dinamika, konsep, dan praktik kebijakan pemerintahan yang 

semakin kompleks dan menantang di era transformasi digital dan tata kelola 

modern. 

Penulisan buku ini dilandasi oleh kebutuhan akan referensi yang komprehensif 

dan sistematis mengenai kebijakan pemerintahan. Buku ini tidak hanya 

menguraikan teori dan konsep dasar, namun juga menghadirkan model, proses, 

pelaksanaan, evaluasi, hingga tantangan kontekstual dan inovasi kebijakan, 

terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman 

geografis, politik, dan sosial. 

Pada Bab I, pembaca diajak memahami konsep dasar dari kebijakan 

pemerintahan, termasuk pengertian istilah, perbedaan dengan kebijakan publik, 

serta ruang lingkupnya yang luas dan multidimensional. Bab II mengupas substansi 

dan berbagai model kebijakan pemerintahan yang mencerminkan pendekatan 

akademik maupun praktik yang berkembang. Bab III dan IV mengulas proses 

perumusan hingga pengesahan kebijakan, termasuk dinamika aktor dan faktor yang 

mempengaruhinya. 

Bab V dan VI membahas pelaksanaan serta evaluasi kebijakan secara kritis, 

termasuk hambatan serta metode evaluasi. Selanjutnya, Bab VII menyajikan 

dinamika dan tantangan kontemporer kebijakan pemerintahan di Indonesia, mulai 

dari isu politik hukum, transparansi, hingga digitalisasi. Bab VIII membahas dimensi 

etika dan nilai, dengan fokus pada dilema kebijakan, demokrasi, dan keadilan sosial. 

Ciri khas buku ini tampak pada Bab IX dan X, yang mengangkat isu-isu 

strategis dan kekinian, yaitu kebijakan pemerintahan di wilayah kepulauan dan 

inovasi digital dalam tata kelola. Bab IX menggambarkan kondisi ketimpangan dan 
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kebutuhan kebijakan afirmatif berbasis desentralisasi asimetris. Sedangkan Bab X 

membahas konsep smart governance sebagai pendekatan baru dalam 

meningkatkan kualitas layanan, partisipasi publik, dan transparansi pemerintahan. 

Setiap bab dalam buku ini juga dilengkapi dengan Tugas Latihan untuk 

memperkuat pemahaman dan mendorong pemikiran reflektif dari para pembaca, 

khususnya mahasiswa dan praktisi kebijakan. 

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, buku ini dapat 

menjadi bahan ajar, referensi ilmiah, serta sumber inspirasi dalam merancang dan 

mengevaluasi kebijakan pemerintahan yang responsif, adil, dan berbasis bukti. Kritik 

dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya. 

 

Ambon, Agustus 2025 
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Wahab Tuanaya 

  Nurainy Latuconsina 
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